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Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD
1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi.
kepentingan daerah demi terjaganyaintegrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD
1945 pasca perubahan keempat, maka DPD sebagai perwakilan rakyat dalam konteks kedaerahan dengan
orientasi kepentingan nasional dapat disebut sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen bikameral.
Dengan demikian, keberadaan DPD mernbawa implikasi, antaralain pacta kewenangan pernbentukan
undang-undang. Kewenangan mana sebelumnya dipegang dan dilaksanakan hanya oleh DPR sebagai satu-
satunya kamar yang ada dalam parlemen. Namun, ruang lingkup maupun pengaruh kewenangan DPD dalam
pembentukan undang-undang sangat terbatas. Berdasarkan perbandingan kewenangan relatif yang dimiliki
oleh masingmasing kamar dalam pernbentukan undang-undang dan berdasarkan kedekatan kesamaan yang
dimiliki oleh kekuasaan DPD dan House of Lords dapat disebutkan, bahwa berdasarkan klasifikasi Andrew
Ellis parlemen Indonesia adal ah parlemen bikameral dengan klasifikasi bicameral lunak (soft bicameral),
mengingat kewenangan relatif yang diberikan oleh konstitusi kepada DPD dalam pernbentukan undang-
undang adalah Iebih lemah dibandingkan dengan DPR. Di samping DPR dan DPD sebagai kamar pertama
dan kedua parlemen, keberadaan MPR sebagai |ernbaga permanentersendiri dengan kewenangan yang
berbeda menjadikan parlemen Indonesia tidak dapat diklasifikasikan sebaga parlemen bikameral, melainkan
trikameral.
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